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TENTANG A

PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN ATAU PENOLAKAN
UNTUK PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGER] SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI UNTUK MENJADI ANGGOTA

. DAN ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.

Menimbang : a. B ahwn Jaksa Agung RI %bagal pejabat . yang mempunyal '
: Ce kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI, oleh Peraturan Pemerintah
‘Nomor 5 Tahun 1999- jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun -
1999 jo -Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor : 02 Tahun 1999 telah diberi kewenanga.u untuk’
‘memberi izin atau menolak untuk memberikan izin atas permohionan
dari Pegawai Negeri Sl[)ll di lingkungan Kejaksaan RI untuk .
menladl anggota dan atau pengurus Partai Pohtlk

w0 T b. Bahwa untuk kelancaran memberikan izin atau menolak untuk
' ' ' . memiberikan izin atas permohonan. tersebut, perlu pendelegasian -

kewenangan kepada pejabat-pejabat tertentu 'di  lingkungan
Kejaksaan R1. ;

: S c. ‘Bahwa oleh karena itu perlu dikefuarkan Keputusan Jaksa Agung
. - ‘ S (N RI_ - . )

Menginga't - ;1. U‘ndan'g-Undang Nomor S Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. ;
‘ 2.. Peraturan Pemcrmtah Nomor 5 Tahun 1999 1cmang Pegawai Negeri
Sipil yang menjadi Anggota Partai Pelitik sebagaimana telah dlrubah

dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 ;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1991, tenlang Susunan
Organisasi dan Tata Keqa Kejaksaan RI. ;

4. 'Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-035/J. A/3/1992 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

L4
Lh

. Keputusan Kepala Badan Admuustrasx Kepegawatan Negara ‘Nomor
02 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negerl Sjpll'
‘ 'yang men_] adl Anggota Partai Politik. ; : :
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MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI TENTANG PENDELEGASIAN
'PEMBERIAN IZIN- ATAU PENOLAKAN- UNTUK PEMBERIAN

IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN RI UNTUK MENJADI ANGGOTA DAN. ATAU
PENGURUS PARTAI POLITIK.

: L.

Jaksa Agung RIL

Memberi izin atau menolak memberikan izin atas permohonan dari
pejabat yang menduduki Eselon La, Ib, I.a dan ILb.

Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas permohonan dari

pejabat-yang menduduki Eselon -IILa di lingkungan Kejaksaan '

Agung RL-

Kepala Ber Kepegawaian.
Memberi izin atau menolak memberi izin atas pennohonan dari :

* 3.1. Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di lingkungan Kejaksaan

Agung R1

3.2, Jaksa 'dan Tata Usaha yang tidak menduduki suatu Eselon di .

lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Kepala Kejaksaan Tinggi.
Memberl izin atau menolak memberi izin atas permohonan dan .

o . pejabat yang menduduki Eselon Il.a dan [Lb di. w11ayah hukum

Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

A51sten Pembinaan.

‘Memberi izin atas menolak memberi i izin atas permohenan dari :

5.1. Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di lmgkungan Kejaksaan
Tinggi yang bcrsangkutan

59 Pe_]abat yang menduduki Eselon V. di Imgkungan Ke_;aksaan

Tinggi yang bersangkutan :

. 5.3. Jaksa atau Tata Usaha yang tidak menduduki suatu Eselon dl

lmgkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

. Kepala Kejaksaan Negeri.
" Memberi izin atau menolak memmberi izin atas permohonan dari ;-

. 6.1 Pejabat yang menduduki Eselon IV.a di llngkungan Kejaksaan.

. Negeri yang bersangkutan

62 Kepala Caba.ng Kejaksaan Negeri.
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6.3. Pe_labat di lmgkungan Ke_]aksaan Negen yang menduduki -
Eselon-V.a. .

‘.-64 Pejabat  di hngkungan Cabang Kejaksaan Negen yang.
- menduduki Eselon V.b.

: 6 5. Jaksa atau Tata Usaha yang tidak mendudukl suatu Eselon di
lingkungan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
yang bersangkutan, : _

o : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Pebruari 1939°

k 4 JAKSA AGUNG RI




